
a. bahwa sehubungan dengan Rum.ah Sakit Urnurn Daera h 
Kota Semarang telah memperoleh status Badan Layanan 
Umum Daerah, maka bagi Rumah Sakit Umum Dacrah 
Kota Semarang diberi keleluasan untuk mengelola 
sumber daya yang dimilikinya dalam rangka 
meningkatkan kualitas pelayanan kepada rnasyarakat ; 

b. bahwa dalam rangka mengelola sumberdaya 
sebagaimana tersebut pada huruf a dan untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tent.ang Pengelolaan 
Keuangan Dadan Layanan Umum sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 
2012 tent.ang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umurn, maka diperlukan pedoman 
pengelolaan pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan 
La.yanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 
Kota Semarang ; 

WALIKOTA SEMARANG, 
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Menimbang 

PEDOMAN PENGELOLAAN 
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG 

TENT ANG 

NOMOR 22 TAHUN 2015 

PROVINS! JAWA TENGAH 
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

WALIKOTA SEMARANG 

. . * -- l , 



c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, 
maka perlu memhentuk Peraruran Walikota Semarang 
tcntang Pcdornan Pcngclolaan Pcgawai Non Pcgawai 
Negeri Sipil Badan Laynnan Umum Daerah Rumah Sakit 
Umum Daerah Kota Semarang. 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Dueruh-Daeruh Kola Besar dalarn 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tertgah , Djawa 
Barat dan Dalam Daerah Istlrnewa .Iogjakarta; 

2. Undang-Undang Nornrrr 17 Tatum 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 51 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tuhun 200') tentung 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5035); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehato.n (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 
2ooq Nnmnr 144, 'T':-nnhahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor b063); 

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
1-'emenn lahan Dueru.h [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nornor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Ta.mbahan Lerrrbara.n 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 48, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

Mcngingat 



4502) sebagaimana telah tliuuah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tcntang Pcrubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentung Pengclolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indoneaia 'I'alrun 2012 
Nomor 171. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5340); 

10. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor J 3 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dcngan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
ten tang Peru bahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri 
Nomor 13 T'ah un 2006 tentang Pedoman Pcngclolaan 
Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/ 
MenkeR/SK/Vl/'.200!"> tentang Pedoman Peraturan 
Internal Staff Medis (Medical Staff By Laws) di Rurnah 
Sak.it; 

13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan 
Lcrnbaran Daerah Kora Semarang Nornor 1), sebagairnana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sernarung 
Nomor ~ Tahun 2013 tentang Pcrubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pcngclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2013 Nomor 51 Tambahan Lcmbaran 
Daerah Kota Semarang Nomor 83); 

14. Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 13 Tahun 2008 
tcntang Organisaai dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah dan Badan 1 >cJayanan Pcrijinan Terpadu Kota 
Semarang [Lernbar'an Daer-ah Kota Semarang Tahun 2008 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 
Nomor 23); 

15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kcuangan dan 
Akuntansi l{urnah Sak i! Umum Dacrah Kota fk:rn;-ir;-Jne: 
sebagai Badan Layanan Umum (Bcrita Dacrah Kula 
Semarang Tahun 2007 Nornor 9 Seri E, Tarnbahan Berita 
Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 
Semarang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 
Peraruran Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 
tcntang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan 
Akuntansi Rurnah Sakit Urnurn Daerah Kola Semarang 
sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kata 
Semarang Tahun 2011 Nomor 28); 



Dalam Peraturan Walikota Semarang ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Semarang. 

2. Pcmcrintah Dacrah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah daerah. 

:-l. Walikot.a adralah Walikota Sernararig. 

4. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang 
diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kura'tif, dan 
rehabilitatif. 

5. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disebut 
RSUD Kota Semarang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang 
Kelas B Non Pendidikan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, 
perididikari, dan pcnclitian kcpada masyarakat untuk semua jenis 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN 
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA 
SEMARANG. 

Menelapkan 

MEMUTUSKAN: 

16. Perat.uran Walikota Semarang Nomor 1 n Tah'un ~008 
tent.ang Pola Tata Kelola Badan I ... HyHnHn Umum Rum.ah 
Sakit Umum Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota 
Semarang Tahun 2008 Nomor 1 D); 

17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 52 Tahun 2008 
tentang Penjabaran Tugas don Fungsi Rumnh Snkit 
Umum Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota 
Semarang Tahun 2008 Nomor 52); 

18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2013 
t.cnt.ang Sistern Remunerasi Rumah Sakit Umurn Daerah 
Kota Semarang Scbagai Badan Layanan (BLUD) {Berita 
Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 1); 

19. Pcraturan Walikota Semarang Nomor 37 A Tahun 2013 
tentang Peraturan Internal Rumnh Snkit (Hospital Hy 
Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang (Berita 
Daerah Kola Semarang Tahun 2013 Nomor 37A); 

20. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174/2007 
tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota 
Semarang sebagai IJadan Layanan Umum (BLU). 

Pasal 1 



14. Pengadaan Pegawai Non-Pegawai Negcri Sipil adalah kegiatan untuk 
mengisi formasi yang lowong. 

15. Pemberhentian Pegawai adalah pcngakhiran hubungan kerjs karcna suatu 
hal tertentu yang rnengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara 
pegawai dengan Pimpinan RSUD Kota Semarang. 

penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialistik sesuai 
dengan kemampuannya. 

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di lingkungan Pcmcrinl.ah Kota yang menerapkan Pola 
Pengelolaan Keuungun Budun Luyurum Umum daerah dan dibcntuk 
memberikan pelnyunun kepudu masyarakat bcrupa pcnycdiaan barang 
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, 
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip cfisicnsi dan 
produktivi tas. 

7. Pemilik Rumah Sakit Umum Dacrah Kota Semarang yang selanjutnya 
disebut Pemilik adalah Pcmcrintah Dacrah, 

8. Direktur adaleh Direktur Rumah Sakit Umum Oc1crah Kota Semarang. 

9. Tenaga Fungsional Non-PNS BLUD RSUD Kota Semarang adalah 
kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak 
pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada kcahlian dan 
atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

10. Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD Kuta Semarang adaluh 
setiap Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat olch Pimpinan 
RSUD Kota Semarang dengan hasil evaluasi kinerja Pegawai magang yang 
telah memenuhi syarat yang ditentukan, dan diserahi tugas dalam suatu 
jabalan atau diserahi tugas lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan 
Direktur RSUD Kota Semarang untuk jarigka waktu tcrtentu sesuai 
dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD, selanjutnya disebut Pegawai 
Kontrak Non-PNS. 

11. Tenaga Korrtra k RT .UD RSUD Kota Semarang adalah setiap Pegawai bukan 
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat uleh Pirnpinan RSUD Kota Semarang 
yang telah mcmcnuhi syarat yang di tentukan, diangkat sebagai tenaga 
tetap Non-PNS BLUD Kota Semarang dalam masa kerja sekurang­ 
kurangnya 3 tahun dan diserahi tugas dalam suatu jabatan atau diserahi 
tugas lainnya, clan digaji berdasarkan Peraturan Direktur RSUO Kota 
Semarang, selanj utnya disebut Tenaga Tetap Non PNS. 

12, Tenaga Tetap Non-PNS BLUD RSUD Koto. Semurang adnlah sctiap Pcgawai 
bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat olch Pimpinan RSUD Kot.a 
Semarang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat sebagai 
tenaga tetap Non-PNS BLUD RSUD Kota Semarang dalam masa kcrja 
sekurang-kurangnya 3 tahun, diserahi tugas dalam suatu jabatan, atau 
diserahi Lugas lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Direktur RSUD 
Kota Semarang, selanjutnya disebur ::·u~hHgHi Tenaga Tctap Non-PNS. 

13. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalarn jurnlah tertentu yang 
dibutuhkan untuk mcndukung penyelesaian tugas secara efektif dan 
efisien. 



b. Apoteker; 

c. Bidan; 

d. Perawat; 
e. Rcfraksicnia: 

Pasal3 

Pegawni Non-l-'N8 sebagaimana dimaksud dalam Pa~Hl ~ rneliputi: 
a. Dokter; 

(1) Pegawai Non .. PNS adalah: 

a. Tenaga Tetap; 
b. Tenaga Kontrak. 

(2) Tenaga. Tetap scbagaimana dirnakaud pada ayat (lJ huruf u adalah T~naga 
Kcrja Tetap yang bckerja berdasarkan Keputusan Direktur, dcngan 
persyaratan se bagai beriku t: - 

a. telah bckerja sebagai tenaga kontrak minimal 3 [tiga] tahun; 
b. tclah memenuhi persyHmt::m tenaga teta p; 

c. lulus selekai sebagai tenaga tetap, 

(3) Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b ada lah 
Tenaga Kerja tirlak Teta.p yang bckcrja berdasarkan Keputusan Direktur 
dan Surat. Pcrjar1jiar1 Kerjtt setiap satu tahun sckali, dengan persyaratan 
sebagai berikut: 

a. Lelah melaksanakan magaug di RSUD Kula Semarang seleuna 3 (Liga) 
bu Jan; 

h. telah memenuhi persyaratan rckruitrncn; 

c. lulus seleksi sebagai tenaga kontrak. 

Pasal 2 

BAR II 

PEGAWAI NON-PNS 

16. Gaji adalah imba1 
sefr b 1 an bcrupa. 

ap u an, bagi seluruh . ua~g Ya.IJg bersifat te . . 
17. Cut' R . pcgawa1 HLUD RSVD . ·lap dan d~tcrfrnakan 

1 .• egawa1 adala.h kearfoan . . . 
kewaJJbannya yang d ... k µcgawa1 ya11g sedang tid k . 

18 . 11z1n an dalam ja.ngka wakt t , . a lhc~Jalankan 
. KP-$eJahteraa11 adalah . u .crtentu. 

sosial war , tP.rpenuhinya kebutuha . 
diri . . ga negarn. agar d~pat hidu fat ;i1{ n mi1tcnat Rpfritua.1, dm1 

' :sch1ngga mampu nu:l:i.ks11.11alQu/; Y d::i_n ma111pu im:ni;embangkan 
19. Dana Pcnsn jnlah uxas sos1aln_yH, 

-, , I. m ac tu Dana Pcnsi1 ~ . . 
~kmarang k~pau~ Peg . . T n yang d1b.-:r1kitu olch RSUD K t . .,. . awai etup Non-PNS RLU , T • • o a melah.u Dana Pen~mn Lcmb . K D RSUn Kot:-:i. Scmarun~ o.ga euan gan ( D PLK). 



Pasal 4 
Pegawai Non-PNS scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mcmpunyai tugas 
se bagai beriku t: 
a. melaksanakan tugas ses1m1 dengan kompetcnsi yang diberikan oleh 

Direktur; 

b. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan; 
c. melaksauakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegrasi 

tinggi; 
d. mclaksanakan tugasnya dengan ccrmat dan disiplin; 

e. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tckanan; 
f. rnelakaanakan tugasnya scsuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan;gasnya scsuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang 
Berwenang sejauh tidak bertentangan sengan ketentuan peraturan 
pcrundanR-undangan dan etiku Rum~h ~~k1t: 

Pegawai Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tanggung 
jawab 3c buga.i berikut: 
a. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Rurnah Sakit; 
b. menggunakan fasilitas dan barang milik Rumah Sakit aecara. bertanggung 

jawab, efektif, dan , dan efisien; 
c. rnenJagH agar tidak terjadi konflik kcpcntingan dalam rnelaksanakan 

tugasnya: 

BAB III 
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN, LARANGAN 

f. Nutrisionis; 

g. Sanitarian; 
h. Pelaksana Radiologi; 
i. Perekam Medis; 

j. Tenaga 'I'ck ni« Kcfarmaaian; 

k. Fisioterapi; 
1. Elektrornedis; 

m. Analis Kesehatan; 

n. Adminietrasi Umum; 

o. Tata Boga; dan 

p. Tenaga Penunjang lain. 

Bagian Kesat,u 

Tugas clan Tanggung Jawab 



Setiap Pegawai Non-PNS wajib: 
a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan Pemerintah; 

b. mcntaati scgala ketenruan peraturan direktur: 
c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh 

pengabdian, kesadaran, keikhlasan dan tanggung jawab; 
d. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat; 
e. mcngutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, 

seseorang, dan/atau goJongan; 

f. memegang rahasia jabatan yang rnerrurut eifatnya alau menurut perintah 
haru.s dirahasiakan; 

g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan 
Rumah Sakit; 

h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal 
yang dapat membahayakan atau merugikan Rumah Sakit ter'u tarna di 
bidang kcarnanari, kcuangan, dan rnatcriiJ; 

i. masuk kerja dan mentaati ketentuanjam kerja; 

J· mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 

k. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Rumah Sakit dengan 
sebajk-ba iknya; 

I. rnern ber'ilca n pelayanan sebaik-baiknya kepada rnasyarakat; 
m. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 
n. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; 

dan; 
o. mentaati peraturan di lingkungan Rumah Sakit yang ditetapkan oleh 

pejabat yang berwenang. 

d. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak 
lain yang mcmcrlukan informasi terkait kepentingan Rumah Sakit; 

e. tidak menya1ahgunakan informasi intern Rumah Sakit, tugas, status, 
fasilitas, dan jabatannya untuk rnendapat atau rnencari keuntungan atau 
manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang loin; 

J. rm;megang teguh nilai dasar Badan Layunan Umum Daerah dun selalu 
menjaga rcputasi dan integritas Dadan Layanan Umum Daerah; dan 

g. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
disiplin Pegawai Badan Layanan Umum Daerah. 

Kewajiban 
Pasal 5 



Setiap Pcgawai Non-PNS dilarang: 
a. menyalahgunakan wewenang; 
b. menjadi pegawai a tau bekerja pada lembaga lain dan/ atau Negara lain atau 

organisasi internasional tanpa izin Direktur; 

c. bckcrja pada perusahaan asing, konaultan asing, atau lcmbaga swadaya 
masyarakat aaing; 

d. rnemiliki, menj ual, mernbeli, menggadaikan, mcnycwakan, atau 
meminjamkan barang-barang baik bergcrak atau tidak bergerak, dokumen 
a tau surat berharga milik Rumah Sakit secara tidak sah; 

e. mclakukan kegiatan bersama dengan atasan, ternan s~jHwat., bawahan, 
atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dcngan 
tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain. yang secara 
langsung atau tidak langsung merugikan Ruma h Sakit; 

f. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik 
secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk 
diangkat dalam jabatan; 

g. mcncrima hadiah at.au :suatu pcmbcrian apa saja duri siapapun juga yang 
berbubungan dengan jabatan dan / r1t.:iu pckerjaarmya; 

h. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 
1. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang 

dapat menghatangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani 
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 

J. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 

Bagian Kelima 

Larangan 
Pasal 7 

Hak Pegawai Non-PNS: 

a. mempcro1ch gaji, t.unjangan, dan kesejahteraan sesuai dcngan beban 
pekerjaan dan tanggung jawabnya yang ditetapkan dengan Surat 
Keputusan Direktur; 

b. pernbinaan sesrmi dengan pengembangan kompeterisi; 
c. pcrlind ungRn hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil 

kekayaan intelektual; dan 
d. cuti; 

Bagian Kcernpat 

Hak 
Pasal 6 



Pasal 11 
( 1) Pengadaan Tenaga Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 

dilakukan mulai dari perencanaan, pengumurnan, pendaftaran, seleksi, 
pengangkata.n Tenaga Tetap; 

Bagian Ketiga 
Pcngadaan dun Penempatan 

Pasal 10 
Pengadaan Tenaga Tetap diselenggarakan untuk mengisi formasi Pegawai Tetap 
sebagaimana dirnakaud dalarn Pasal 9. 

ayal (1) 
dan beban 

Pasal 9 
(1) Dircktur menyusun funn;.)si kebutuhan Pcgaw8i Tetap dengan 

rnempertimbangkan: 

a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan; 
b. kemampuan anggaran pendapatan dan belanja; 

c. prasarana dan sarana yang tersedia: dan 
d. uraian jabutun clan pcta jabatan, 
Penyusunan formasi sebagaimana dimaksud pada 
diselenggarakan sesuai kebutuhan berdasarkan jenis, sifat 
kerja yang harus dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu. 

(2) 

a. perencan aa n ; 
b. pengadaan dan penernpatan; 

c. pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja 
d. promosi dan perrrinrlaha n; 

e. pcnggajian dun kescjahteraan: dan 
f, batas usio. pensiun dart pemberhcntian. 

Pasal 8 
Manajemen kepegawaian BLUO R8UD Kota Semarang untuk Tenugu Tetap 
sebagaimana dirnnkaud dalam Pasal 2 ayat (2) hurttf al rneliputi: 

Bagian K nsa tu 

Mariajemen Kepegawaian 

BAB III 

TENAGA TETAP 

Bagian Kedua 

Perencanaan 



Pa.sal 14 

(1) Direktur membentuk Panitia Penerimaan Pegawai Non-PNS 
(2) Tugas Panitia Penerimaan Pegawai Non-PNS scbagaimana dimaksud pada 

ayat (I) adalah: 
a. menyiapkan perangkat pendaftaran; 

b. melaksanakan pendaftaran; 
c. menetapkan materi ujian; 

d. melaksanakan ujian penyaringan secara tertulis; 

Pasal 1 :3 
Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (3) adalah: 

a. Warga Negara Indonesia; 

b. berusia paling tinggi 10 (empat puluh) Iahun kecuali Dok ter; 
c. t.idH k pcrnah dihukurn pcnjara a Lau kurungan berdasarkan kcputusan 

pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena 
melakukan suatu tindak pidana kejahatan; 

d. tidak pemah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Ncgcri Sipil, atau dibcrhcntikan 
tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; 

c. tidak berkedudukan Rebagai Calon Pegawai Ncgeri/ Pegawai Negcri; 

f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang 
diperlukan; 

g. sehat jasrnani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 
h. bersedia diternpatkan pada Unit Kerja di lingkungan BLUD RSUD Kota. 

Semarang; dan 
1. syarat lain yang ditentukan sesuai persyaratan jabatan. 

Pasal 1?, 

(1) Lowongan formasi Tenaga Tetup diurnumkan secara terbuka oleh 
Dircktur. 

(2) Pengumuman dan/ atau pendaftaran dilakukan selama 7 (tujuh) hari, 

(3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan: 

a. ayarat yang harus dipcnuhi oleh setiap pelamur; 
b. alamat dan tempat larnaran ditujukan; 

c. tatacara pengajuan lamaran; dan 
d. batas waktu pengajuan lamaran. 

(2) Pengadaan dan pcnempatan Tenaga Tetap ditetapkan dengan Surat 
Kcputusan Dircktur. 



Pasal 17 

(I) Direktur menugaskan setiap Tenaga Tetap untuk melaksanakan tugas 
tertentu pada sHt.uan unit kerja; 

Pasal 16 
(1) Direkf.irr mengangkat. menjadi Tenaga Tetap pclamar ym1g dinyatakan 

Iuhas ujian pcnyaringan sebagaimana dirnakuud dalam Pasal 15 ayat (2), 
dengan Keputusan Direkt.ur. 

(2) Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 

a. nomor identitas Tenaga Tetap; 
b. penetapan jabatan; dan 

c. hak atas gaji. 

Pasal 15 

( 1) Panitia Penerimaan Pegawai Non-PNS menyampaikan daftar peserta yang 
lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) 
h urtrf e kepada Direktur. 

(2) Direktur menetapkan dart rnengumurn kan pelamar yang dinyatakari lulus 
ujian penyaringan berdasarkan daftar pcserrn yang lulus ujian 
penyaringan sebagaimana dirnakaud pada ayat (I). 

e. menyusun daftar pe~t'.rfH ujian yang lulus; 
f. melakukan tes kesehatan bagi pescrta yang lulus ujian; dan 

g. mernbuat laporan kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan 
diaarn paikan kepada U ircktur. 

(3) Togas mclakaariakan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf d mencakup: 
a. menyiapkan naskah ujian; 
b. menentukan pedoman pemeriksaan dan pcnilaian ujian; 
c. menenlukan ternpat dan jadwal ujian; 

d. menyelenggarakan ujian; dan 
e. rnerneriksa mcnentukan hasil ujian. 

(4) Materi ujian eebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah: 
H. le$ tcrrulie; 

b. psikotes; 

c. tes kompetensi; 

d. wawancara; dan 
e. kesehatan 



Pa~tt.122 
(1) Penilaian kinerja terhadap Tenaga Tetap dilakukan sccara obyektif, 

t.erukur, akuntabel, partisipatif clan trarisparan. 

(2) Hnsil penilaian kinerja Tenaga Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diguriakan untuk menjarnin obyektifitas dalam pcngembangan Tenaga 
Tetap dan dijadikan persyara L:-u1 dalam pengnngkatan jabatan, kenaikan 
pangkat. pemberian tunjangan, sankai, rnutasi dan promosi serta untuk 
mengikuti pclatihan. 

(3) Basil penilaian kinerja Tenaga Tetap rneliputi: 

a. pcnilaian pe1aksanaan pekerjaan untuk jangka waktu satu tahun 
mengacu pada aturan Sasaran Kerja Pcgawai (SKP) bagi Pegawai 
Negeri Sipil; 

Pasal 21 

Pengawasan Kinerja terhadap Tenaga Tetap dilaksanakan oleh atasan langsung 
sesuai pcraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 
Pembinaan, Pengawasan dari Penilaian Kinerja 

Pasal 20 
(1) Direktur mengernbangkan dan rnenetapkan pola pernbinaan karier Tenaga 

Telnp sesuai dengan kctentuan pcraturan perundang-undangan; 
(2) Direktur wajib mclakukan pernbinaan karier Tenaga Tetap sesuai dengan 

pola pembinaan karier sebagaimana dirnaksud pada ayat. (I); 

(3) Pembinaan karier Tenaga Tetap dilaksanakan dalam bentuk peningkatan 
kualifikasi akademik dan/ atau kompetensi manajerial dan/ atau teknis 
sebagai tenaga Tctap dcngan rnengacu pada Standar Nasional Pelayanan 
Kesehatan. 

Pasal 19 

Tenaga Tetap wajib menandatangani perjanjian kerja dengan Direktur 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayut (3) dan ayat (4). 

Pasal 18 

Hak atas gaji bagi Tenaga Tetap scbagaimnna dimaksud dalarn Pasal 16 ayat 
(?i) h uruf c mulai ber'Ia ku pada tanggal yang bcrsangkutan sccara nyata 
melaksanakan rugnanya yang dinyatakan denw-m Kcputusan Direktur. 

(2) Penugasan Direktur sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) ditctapkan 
dengan rnernpertimbangkan dan rnemperhatikan pendidikari, kompetenai, 
pengalarnan, prcstasi, sikap dan perilaku. 



Pasal 26 
(1) Tenaga Tctap berhuk atas cuti sebagai berikur: 

a. cuti tahunan maksimum 12 (dua belas) hari kerja setiap Tahun 
Termasuk didalamnya adalah cuti bersama yang ditetapkan oleh 
pemerintah; 

b. cuti hamil diberikan 3 (tie:i) bulan dengan pengarnbilan 1 [saru] bulan 
scbelum melahirkan dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan termasuk di 
dalamnya adalah hurl Iibur; 

c. cuti sakit; 

Bagian Keenam 

Penggajian dan Kesejahteraan 
Pasal 2S 

(l) Gaji Tennga Tetap scbagaimana dirnaksud dalarn Pasal S huruf a 
ditetapkan den gun Surat Keputusan Direkt.ur. 

(2) Tunjangan Tenaga Tetap sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf a 
melekat pada gHji, t.erdiri atas: 
a. tunjangan Istri Zauami yang tidak berkedudukan sebagai PNS/Tenaga 

Tetap adalah 5% (lime persen) dari Gaji Pokok; 
b. tunjangan anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang, masing-rnaslng 

2% (dua persen) dari gaji pokok; dan 
c. tunjangan pemeliharaan kesehatan keluarga yang masuk dalarn daftar 

gaji. 

( 1) Pemindahan Tenaga Tetap ditctapkan dengan Keputusan Direktur. 

(2) Pcmindahan Tenaga Tetap sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan pertim bangan: 
a. kinerja; dan 
h. promosi. 

IluKiau Kelima 
Prornosi, dan Perninduhau 

Pasal 23 

Promosi Tenaga Tetap dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kompetensi, 
disiplin, integritas, dan moralitas. 

b. penilaian target kinerja untuk jangka waktu tertentu seauai dengan 
peraturan perundang-undangan, 

(4) Ketentuan lebih lanjut rnengenai penilaian sebagaimana dirnaksud pa.da 
ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Dircktur. 

Pusul ~4 



Keterituan mengenai Manajcmcn Kcpegawaian, Perencanaan, Pengadaan, 
Penempatan, Pengurnuman > Per-syar-at.an , Pdamaran, tlan Pcnyad.ngan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 bcrlaku juga 
terhadap Manajemen Kepegawaian, Pengadaan, Perencanaan, Pengumuman, 
Persyaratan, Pelamaran dan Penyaringan Tenaga Kontrak. 

Bagian Kesatu 

Umum 

BAB IV 
TENAGA KONTAAK 

Pasal 29 

Pemberhentian Tenaga Tetap scbagairnana dimaksud dalam Pasal 28 
ditetapkan dengan Keputusan Direktur. 

Pasal 28 

( 1) Tenaga Tetap dapat diberhentikan dengan hormat karena: 

a. meninggal dunia; 

b. atas permintaan sendiri; 
c. mcncapai bataa 11~iR penaiun; 

d. perarnpingan organisasi RLlH) R8lJD Kota Semarang; atau 
e. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan 

kewajiban sebagai Tenaga Kesehatan Tetap Non-PNS. 
(2) Tenaga Tetap dapat diberhentikan dengan horrnat atau diberhentikan 

tidak dengan hormat karena: 

a. dihukum penjHrH HI.Hu kurungan berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mernptmyai kekuatan hukum yang tetap. 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian tidak dengan honnat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Surat Kcputusan 
Direktur. 

HAgiRn Kctujuh 

Batas Usia Pensiun dan Pemberhentian 

Pasal 27 
Batas usia penaiun Tenaga Tetap adalah 56 (lima puluh enam) tahun. 

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pembcrian hak cuti sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) diatur dcngan Surat Keputusan Direktur. 

Pasal30 



Pasal 37 

Pengangkatan, pernindahan, dan pemberhentian Tenaga Kontrak ditetapkan 
dengan Surat Keputusan Direktur. 

Bagian Ketiga 

Pengangkatan, Pcmindahan dan Pemberhentian 
Pasal 36 

Tenaga Kontrak yang berprestasi tinggi dapat diangkal rncnjad i '1'F.r1Hga Tetap, 
dengan tctap mcmpcrhatikan keuuruhan tenaga dun kemampuan anggaran 
Rumah Sakit dan ditetapkan dengan Surat Kcputusan Direktur. 

Pasal 35 
(1) Pernbinaan Tenaga Konlrak diarahkan untuk mcnjamin pcnyclcnggaraan 

tugas BLUD RSUD Kota Semarang secara berdayaguna dan berhasil guna, 

(2) Setiap atasan langsung pegawai wajib memberikan pembinaan tckriia 
pelaksanaan tugas, dan memberi kesempatan kepada pegawai untuk 
rnernperhraa wawasan cakupan tugas dan tanggungjawabnya scsuai 
dengan kompetensinya. 

Pasal 34 

Masa kerja Tenaga Kontrak tidak mernperhitungkan masa kerja di luar BLVD 
RSUD Kota Semarang. 

Bagia.n Kedua 

Penugasan dan Pembinaan 
Pasal 33 

Batas usia pelamar calon Tenaga Kontrak maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun 
kecuali pelamar Dokter. 

Pasal 32 

Jumlah dan susunan jabatan Tenaga Kontrak ditetapkan dalam formasi untuk 
ja.ngka wak tu tertentu, bcrdasarkan jcnis, sifat clan beban keria yang harus 
dilaksanakan. 

Pasal 31 

Setiap Tenaga Kontrak yang telah mcmcnuhi persyaratan mempunyai 
kescmpatan yang sarna untuk melamar rnenjadi Tenaga Tetap. 



Pasal42 

Dengan tidak mengeaampingkan ketenruan dalam peraturan perundang­ 
undangan pidana, Pcgawai Non-PNS yang mclakukan pclanggaran pidana 
dijatuhi hukuman disiplin. 

Peguwai Non PNS yung tiduk menaati ketentuan sebuguimana dimaksud dalam 
Pasal 4, Pasal 5, dan/ atau Pasal 7 dijatuhi hukurnan disiplin. 

BABV 

HUKUMAN DISIPLIN 

Bagian Kelima 
Penilaian Kinerja 

Pasal40 

(1) Penilaian kinerja Tenaga Kontrak dilakukan secara obyektif; 
(2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

untuk persyaratan perpanjang kontrak; 

(3) Penilaian kinerja meliputi: 

a. penilaian pelaksanaan pekerjaan untuk jangka waktu satu tahun; 

b. penilaian target kinerja untuk jangka waktu tertentu sestiai aturan 
yang berlaku. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur dcngan Surat Keptrt.uaan Dircktur. 

Pasal 39 

( 1) Tenaga Kontrak dapat diberikan penghargaan; 
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diherikan herdasar'kan 

prcstaal kcrla; 
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang penghargaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diarur dengan Surat Keputusan Direktur. 

Bagian Kccmpat 
Penghargaan 

Pasa138 
Gaji dan kesejuhteraan Tenaga Kontrak ditetapkan dengan Surat Keputusan 
Direktur. 

Pasal 41 



Pasal 45 

(1) Penyclesaian perseliaihan antara Pegawat Non-PNS dengan Rumah Sakit 
Urn um Daeran Kotu Semarang dieelesaikan dcngan cara rrrusyawa ra h 
atau kekeluargaan. 

(2) Apabila perselisihan scbagaimana dimak.sud pada ayat (1) tidak dapat 
diselesaikan, maka penyelesaian dilakukan seoar'a hukum. 

HAO VII 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Pasal 44 

Anggaran untuk membiayai Pegawai Non-PNS dibebankan pada anggaran 
pendapatan clan belanja Rumah Sak.it Umum Daerah Kota Semarang. 

Pasal 43 

( 1) Tingkat hukuman disiplin terdiri atas: 
a. hukurnan clisiplin rlngan; 
b. hukuman disiplin sedang: dan 

c. hukurnan disiplin berat. 
(2) .Jerii« hukuman disiplin ringan scbagairnuna dlmaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri ;1l.iJ!-i: 

a. tcguran liaan; 

b. teguran tertulis; dan 
c. pernyataan tidak puas secara tertulis. 

(3) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (]) huruf 
c dilakukan pernbcrhentian tidak dengan hormat scbagai Tenaga Non­ 
PNS. 

BAB VI 

ANGGARAN 



BERlTA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2()15 NOMOR 2! 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 15 Juli 20~ 5 

Dirctapkan di St";rm1rs-1.ng 
P al 15 Jtt 11 2015 

Pasal46 
Peraturan Walikota Semarang ini rnulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta hkan pengundangan Peraturan 
Walikota irri dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Semarang. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 


